
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
OaerahTingkat II dan Kotaprala di Sumatera Selatan (lambaran
NegaraRI Tahun 1959 Nomor 73. Tambahan LembaranNegaraRI
Nomor 1621):

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lambaran Negara RI Tahun 1974 Nomoi' 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana lelah
diubah dengan Undang-UndangNomor 34 Tahun 1999 (Lambaran
Negara RI Tahun 1999Nomor 169, Tambahan LembaranNegara
Nomor3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 53, TambahanLembaranNegaraRI Nomor4369);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (LembaranNegaraRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah kedua
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor
59, TambahanLembaranNegaraNomor4644):

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antars Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembarsn Negsra RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
LembaranNegaraRI Nomor4436);

6. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI
Tahun 2007 Nomar 62, Tambahan lembaran Negara Nomor
4737);

b. bahwa berdasar1<anpertimbangansebagaimanadimaksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTO) Tata Kota di
Kecamatan.

a. bahwa dalam rangka menlnd91<1~njutiketentuan Pasal 78
Peraturan Daerah Kota Palemban~ Nomor 9 Tshun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisa;!i dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kota Palembang serta dalam upaya meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat di bidang penataan kola pada tlngka!
operasional, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Tata Kota;

PERATURANWALJKOTAPAlEMBANG

NOMOR 45 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKANUNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTO)
TATA KOTA 01KECAMATAN

DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

"

Menglnoat

Menimbang

WALIKOTA PALEMBANG



BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) Tala Kola di Kecamalan.

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Oaerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wallkota adalah Walikota Palembang.
4. Wakll Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekrelaris Daerah Kota Palembang.
7. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Palembang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Kola Palembang
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Tata Kota Kota

Palembang.
10. Kepala Bidang adalah Seluruh Kepala Bidang Pada Dlnas Tata

Kota Kota Palembang.
11. Kecamatan adalah wllayah kerja Camat sebagal Perangkal Daerah

Kola Palembang, yang dipimpin oleh Camat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Kola yang selanjutnya dlsingkat

UPTD Tala Kota adalah seluruh UPTD Tata Kola di Kecamatan
yang merupakan unsur pelaksana teknis operaslonal Dinas Tata
Kota.

13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Kota yang selanjutnya
dlslngkal Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Tata Kota di
Kecamatan.

14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada
UPTD Tata Kota di Kecamatan.

15. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional
pada UPTD Tala Kota di Kecamalan.

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok pegawai Negeri
Sipil yang diben tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh
peJabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang
sesual dengan proresinya dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

BABI
KETENTUAN lJ·.~tJM

Pasal1

PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TATA
KOTA 01 KECAMATAN.

MEMUTUSKAN :

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organlsasl Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741):

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 9
Nomor 2008).
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BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal6

(1) Susunan Organisasi UPTD Tata Kota di Kecamatan terdiri dari:
a. Kepala.
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
c. Petugas Teknis Operasional.
d. Kelompok Jabalan Fungsional

(2) Bagan Slruktur Organisasi UPTD Tata Kota sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

PasalS

Untuk melaksanakan tugas sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 4,
UPTD Tata Kota di Kecamalan mempunyai tungsi :
a. Penyelenggaraan kegialan teknis operasional penataan ruang di

wilayah kecamatan.
b. Pengawasan teknis lapangan di wilayah kecamatan.
c. Penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan penataan ruang di

wilayah kecamatan.
d. Pengkoordinasian dengan instansi lerkait dan unit kerja lainnya.
e. Penyampalan laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas

melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang lerkait

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POI(OK DAN FUNGSI

Pasal3

(1) UPTD Tata Kota di Kecamatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Dalam kedudukannya tersebut. secara teknis operasional Kepala
UPTD dibina oleh Sekretaris dan Kepala Bidang.

Pasal4

UPTD Tala Kota di Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian lugas operasional Dinas Tata Kola dl wilayah kecamatan.

(2) UPTD Tata Kola, sebagaimana dimaksud pada ayal (1), terdiri dari :
a. UPTD Tata Kota Kecamatan lIir Timur I.
b. UPTD Tala Kota Kecamatan Kemuning.
c. UPTD Tata Kola Kecamatan lIirTimur II.
d. UPTD Tata Kota Kecamalan Kalidoni.
e. UPTD Tata Kola Kecamalan Sako.
t. UPTD Tala Kola Kecamatan Semalang Borang.
g. UPTD Tala Kola Kecamalan lIir Baral I.
h. UPTD Tala Kota Kecamatan Bukit Kecil.
i. UPTD Tata Kota Kecamatan lIir Barat II.
j. UPTD Tata Kota Kecamatan Gandus.
k. UPTD Tala Kota Kecamatan Sukarami.
I. UPTD Tata Kota Kecamatan Alang-Alang Lebar.
m. UPTD Tata Kota Kecamatan Seberang Ulu I.
n. UPTD Tata Kota Kecamalan KertapatL
o. UPTD Tata Kota Kccamatan Seberang Ulu II.
p, UPTD Tala Kota Kecamatan Plaju



Pelugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan
kegiatan tugas lapangan, pengawasan terhadap bangunan dan
reklametanpa izin padawilayah kecamalan.

Pasal10

Unluk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
KepalaSub BagianTata Usahamempunyaitungsi :
a. Penyusunan rencana kena sebagai bahan untuk melaksanakan

kegiatanyang telah ditelapkan sesuaidengan bidangtugasnya.
b. Penyelenggaraankegiatan ketatausahaan.
c. Penyiapan Surat Peringatan (SP) terhadap bangunan tanpa izin

dan pembuatanBeritaAcara Hasil Pemeriksaan.
d. Penyampaian Surat Peringatan (SP) kepada yang bersangkutan

sebagai pemilikbangunantanpa izin.
e. Pembuatanlaporan kegiatanpelaksanaan tugas.
f. Pelaksanaantugas-tugaslain yang diberikan Kepala UPTD.

Baglan Kotiga
Potugas Teknls Operaelonat

Pasa'11

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasat9

KepalaSub BagianTala Usaha sebagaimanadimaksuddalam Pasal6
ayat (1) huruf b, mempunyat tugas melaksanakanurusan adminislrasi
umum.

PasalS

Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
KepalaUPTDmempunyairungsi'
a. Penyusunan rencana dan program keria di wilayah kecamalan dan

memantaupelaksanaannya.
b. Pengawasandan penertibanbangunantanpa izin.
c. Pengawasanterhadappenataan fUll ....) di wilayah kecamatan.
d. Pelaksanaan pengawasan terhad",p bangunan , reklame yang

melanggar kelenluanltJdaksesuai dengan izin yang ditertitkan dan
melaporkankepada KepalaBidangPenertilan.

e. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan tata ruang pada wilayah
kecamatan.

f. Pelaksanaan koordinasi (berkoordinasi) dengan unit keria dan
instansi tarkait lainnya.

g. Pelaksanaantugas-tugasdinas yang diberikanoleh Kepala Dinas.
h. Penyiapandan penyusunanlaporanpelaksanaantugas UPTD

Baglan Pertama
Kepala UPTD

Pasal7

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
operasional Dinas Tata Kota di kecamatan meliputi kegiatan leknis
pengawasan di lapangan terhadap bangunan tanpa mn,
melaksanakan penyuluhan penataan ruang di wilayah kecamatan
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraluran
perundang-undanganyang berlaku.
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(1) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagI
pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila teljadl
penyimpangan dapat mengambll tindakan yang diper1ukandan
melaporkan penyimpangantersebut kepada Kepala Dinas sesuai
dengan ketentuanperaturenperundang-undanganyang bertaku,

(2) Kepala Sub Bagian, Petugas Teknis Operasional dan Kelompok
Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPTD
Tata Kota.

Pasal 16

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada
kebijakanyangditetapkanoleh Kepala Dinassesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undanganyang berlaku.

Pasal15

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Tata Kota menerapkan pnnsip
koordinasi, intagrasi dan sinkronlsasi baik dilingkungan satuan
kerianya maupun dengan instansi lalnnya sesuai dengan bldang
tugasnya.

Pasal14

BABV
TATAKERJA

(1) Kelompok Jabatan rungsional seoagaimana dlmaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi UPTD Tata Kota sesuai dengan
keahlian yangdibutuhkan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai
dengan bidangtugasnya

Baglan Keompat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal13

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan Inventarisasi (SuNey) dan pengawasan terhadap

lahan pembangunanpadawilayah kecamatan.
b. Penyampaian Surat Peringatan (SP) kepada pemilik bangunan

tanpa izin.
c. Pelaksanaanpenyuluhandan sosialisasi1MB, IPR, AP, IPPT.
d. Penghentian kegiatan pembangunan bangunan dan reklame yang

tidak sesuai dengan ketentuanyang berlaku.
e. Pelaksanaankenasama dan berkoordinasidenganpihak terkait.
f. Pelaksanaantugas-tugas lain yangdlberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal12



Ditetapkandi Palembang
pada tanggal b lV'o~mbe>r 2008

lEMBANG,

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Kepulusan Walikota
Palembang Nomor 11 Tahun 2004 tenlang Pembentukan Cabang
DinasTata Kota Di Kecamalan,dicabul dan dinyatakan tidak ber1aku.

Pasal1lJ

Peraturan ini mulai berlakupada langgal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini, dengan penempalannya dalam Berita Daerah Kota
Palembang

BAB VII
PENUTUP

Pasal18

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional
dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Tata Kota di
Kecamatan diangkat dan dibsrhentikan oleh Walikota berdasar1<an
usul Kepala Dinas.

Pasal17

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
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